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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Setelah melakukan analisis dan pembahasan lebih lanjut mengenai aspek perpajakan yang 

terjadi pada PT DS selama tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Hasil tax review atas perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban pajak 

penghasilannya adalah PT DS masih belum optimal dalam melakukan pemenuhan 

kewajiban pajak penghasilan perusahaan. Hal ini terlihat dari perhitungan PPh 

Pasal 23 dimana terdapat transaksi yang dicatat dalam general ledger, tetapi tidak 

diikutsertakan dalam perhitungan PPh 23, selain itu adanya perbedaan intrepretasi 

antara PT DS dengan peneliti, terdapat 1 transaksi mengenai royalti tetapi tidak 

ada dokumen pendukung atau bukti yang konkrit untuk menentukan royalti 

tersebut. Terdapat juga perbedaan dalam perhitungan pajak terutang untuk 

pemberian pesangon. Dimana pajak terutang yang dibayarkan kurang dari 

perhitungan ulang yang dilakukan peneliti. Namun, tidak ada keterangan atau 

bukti lebih lanjut mengenai pendapatan pesangon yang seharusnya tidak 

dikenakan pajak. Dalam perhitungan PPh Badan, PT DS memang tidak 

membayarkan pajak terutang karena mengalami kerugian. Namun, untuk 

perhitungan Kurang/Lebih Bayar Pajak perusahaan perlu dikalkulasi ulang oleh 

perusahaan. Tidak hanya itu perusahaan juga perlu menghitung ulang mengenai 

laporan fiskal pajaknya dikarenakan terdapat perbedaan pembebanan biaya 

berdasarkan analisis peneliti. Dalam melakukan penyetoran pajak terutangnya 

masih ditemukan keterlambatan penyetoran oleh PT DS. Oleh karena itu, masih 

terdapat sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan penyetoran tersebut. 

Sedangkan untuk pelaporan SPT Masa, PT DS sudah melaporkan sesuai dengan 

batas waktu pelaporan. Walaupun PT DS terlambat melaporkan SPT Badan, tetapi 

sebelumnya PT DS sudah mengajukan pengajuan atas keterlambatan tersebut. 

Sehinga tidak terdapat denda yang harus dibayar oleh PT DS.  
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2. Hasil tax review atas pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT DS dapat 

disimpulkan sudah optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. PT DS 

melakukan pembetulan dan menambahkan atas kekurangan transaksi yang 

seharusnya dikenakan PPN. Untuk pelaporan dan penyetoran pajak terutang PPN 

sudah tepat waktu dan sesuai penyetoran dengan pajak yang terutang. Namun, 

dengan PT DS melakukan pembetulan untuk bulan Maret dan September maka 

terdapat sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan kekurangan pajak 

terutang PPN yang masih harus dibayarkan. 

3. Berdasarkan hasil review dan analisis yang dilakukan, PT DS sudah berusaha 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi masih belum optimal. Walaupun 

dalam beberapa kriteria seperti laporan keuangan telah diaudit dan tidak pernah 

terpidana pajak sudah terpenuhi. Namun, untuk perhitungan pajak perusahaan 

masih perlu direview lebih lanjut agar kewajiban perpajakan perusahaan terpenuhi. 

PT DS juga ditemukan terdapat keterlambatan dalam menyetorkan pajak 

terutangnya. Sehingga dapat disimpulkan PT DS belum mematuhi kewajiban 

perpajakannya. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai aspek perpajakan untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya, peneliti merekomendasikan saran bagi perusahaan, 

diantaranya:  

1. PT DS sebaiknya menyimpan invoicenya sesuai dengan masa pajak berjalan 

sehingga tidak kesulitan dalam mengakses invoicenya apabila dibutuhkan untuk 

penelitian lebih lanjut. Peneliti tidak memiliki akses atas invoice perusahaan 

sehingga sulit untuk memvalidasi penelitian. Diharapkan selanjutnya perusahaan 

dapat mempermudah untuk mengkases dokumen tersebut. 

2. PT DS sebaiknya memiliki memo untuk penyetoran dan pelaporan perpajakan PPh 

Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 23, PPh pasal 21, PPN agar tidak terlambat dalam 

menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya. Tepat waktu dalam melaporkan 
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dan menyetorkan pajak dapat membuat citra perusahaan menjadi baik dan 

meminimalisir pengeluaran untuk pembayaran sanksi maupun denda. 

3. PT DS sebaiknya meminta perhitungan dan bukti lebih lanjut mengenai potongan 

PPh 23 dari PT BFM mengenai pengenaan PPh 23 atas royalti. PT DS juga 

sebaiknya melakukan koreksi perhitungan ulang antara general ledger, invoice, 

dan faktur pajak atas pengenaan dasar pajak untuk beberapa transaksi yang 

ditemukan selisih perhitungannya. 

4. PT DS sebaiknya membuat laporan rekonsiliasi fiskal untuk membantu 

mempermudah perusahaan untuk menghitung Kurang Bayar/Lebih Bayar Pajak 

perusahaan.  
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